BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur
permodalan Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Tapin guna peningkatan pelayanan
di bidang penyediaan air bersih bagi
masyarakat, maka dipandang perlu untuk
melakukan penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Tapin Kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Tapin;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan

Peraturan. Daerah;



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin
Kepada Perusahaan Daerah Air Minum

Kabupaten Tapin;

M engingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5261);



13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan. Lembaran. Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 61730);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan

Investasi Pemerintah Daerah;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Tapin Nomor 15 Tahun 1990 tentang
Pembentukan Perusahaan Daerah Air minum

Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
TAPIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1  Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan
modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan
modal daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapatkan bagian
dan hasil usaha bersama, yang disetorkan ke Kas Daerah dan

dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



5. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin, yang
selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten Tapin adalah suatu
Badan Usaha Milik Daerah berbentuk badan hukum milik
Pemerintah Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 15
Tahun 1990.

6. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat
kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan
Perusahaan Umum Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

a. memperkuat struktur permodalan;
b. meningkatkan pelayanan dibidang air bersih;
c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
d. meningkatkan Pendapatan Ash Daerah.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
ekonomi perusahaan, dengan tetap mengutamakan kepentingan
sosial, serta menerapkan prinsip akuntabilitas dan

transparansi.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3
Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada
PDAM Kabupaten Tapin sampai dengan Tahun Anggaran 2017
sebesar Rp.95.392.625.000,00 (sembilan puluh lima milyar tiga
ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu
rupiah).
Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal
kepada PDAM Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2018
sebesar Rp.1.620.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua
puluh juta rupiah).
Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
kepada PDAM Kabupaten Tapin sampai dengan Tahun Anggaran
2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar
Rp.97.012.625.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar dua belas
juta enam ratus dua puluh lima rupiah).
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten
Tapin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan untuk
Tahun Anggaran 2018 dalam APBD.
Pemerintah Daerah dapat menambah Penyertaan Modal kepada
PDAM Kabupaten Tapin setiap Tahun Anggaran dengan
memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah dan kelayakan

penyertaan modal.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 4

Pengawasan terhadap penggunaan modal PDAM Kabupaten Tapin

akan dilakukan oleh Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Tapin yang

secara periodik melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 09 (i1 tot er 20 1y

f*A,,,BUPATI TAPIN

(2- M. ARIFIN ARPAN
Diundangkan di Rantau

pada tanggal toberO 1"

ARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 NOMOR (E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN :( O7 /2018)
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